BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2000.
TENTANG: -

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang . a bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat
dalam rangka meningkatkan pelayanan dbidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

- peru dilakukan penataan wilayah adminisirasi desa
. dengan cara pembeniukan, penghapusan, dan
penggabungan desa;

b. bahwa uniuk mendukung {lercapainya sasaran
delam penataan wilayah administrasi desa
sebagaimana dmaksud dalam huruf a, peru
mengatur kriteria persyaratannya yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Mengingat ;1. Undangundang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Jawa Baral (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 8); '
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2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal
dan Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 fentang
Teknk Penyusunan  Peraturan  Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden;

S. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomeor 63 Tahun
1999 fenlang Pelunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Peristilshan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1998 t{enlang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa.

Dengan persefujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENGGABUNGAN DESA.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan :

1.

Dewan Perwakilan Rakyat Daersh selanjuinya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bogor;

Bupati adalah Bupali Bogor;

Camat adalah kepala kecamatan sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;

Desa alau yang dsebul dengan nama lain,
selanjulnya dsebut desa adalah kesaluan
masyarakat hukum yang memiiki kewenangan
untuk mengalur dan mengurus kepentingan
masyarakat selempatl berdasarkan asal usul dan
adat istiadat cetempat yang dakui dalam sistem
pemenintahan nasional dan berada di Daerah
Kabupaten;

Pemenntahan Desa adalah kegiatan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa;

Pemerintah Desa adalah kepala desa alau yang
dsebut dengan nama lain dan perangkat desz;



8. Badan Perwakilan Desa atau yang dsebut dengan

10.

nama lain yang selanjuinya dsebut BPD adalah
badan perwakitan yang terdri alas pemuka-pemuka
masyarakal yang ada d desa yang berfungsi
mengayomi adat istiadal, membual peraturan desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
seta  melakukan  pengawasan  terhadap

penyeélenggaraan Pemerintahan Desa;
Tugas Pembaniuan adalah, penugasan  dan
Pemennlah kepada daerah dan desa dan dani
daerah ke desa unluk melaksanakan fugas tertentu
yang dsertai pembiayaan sarana dan prasarana
serfa sumber daya manusia dan berkewajiban
melaporkan peaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya  kepada  yang
menugaskan,
Pejabat adalah PNS d fingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor.

BAB i
PEMBENTUKAN DESA

Pasal2

(1) Desa dbentuk atas prakarsa masyarakat dengan

memperhalikan asal usul desa dan persyaratan

yang dienfukan sesuai dengan kondisi sosia
budaya masyarakat setempat.

2)Pembentukan ...
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e sarana den prasarana, yailu kemungkinan
tersedanya prasarana pemeriniahan,
perhubungan, sosial, dan produksi d desa
yang akan dbentuk serta adanya prasarana
pemasaran yang dapat djangkau;

f. adanya keinginan masyarakat berdasarkan
hasii musyawarah yang diuangkan dalam
peraluran desa.

@ Kuteria tentang polensi desa, sarana .dan
prasarana sebagaimana dmaksud dalam ayal (1)
huruf d dan e dietapkan lebih fanjut oleh bupati.

BAB il
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal4
Desa yang kondsi masyarakal dan wilayahnya lidak

lagi memenuhi faklor-faklor sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 3 dapat dhapus atau dgebung. -

BAB IV
NAMABATAS DAN PEMBAGIAN WILAY AH
Pasal 5

Dalam setiap pembentukan desa harus datur secara
legas :

a nama ...
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e. sarana dan prasarana, yailu kemungkinan
lersedanya  prasarana  pemerniniahan,
peshubungan, sosial, dan produksi d desa
yang akan dbeniuk serfa adanya prasarana
pemasaran yang dapat djangkau;

f. adanya keinginan masyarakal berdasarkan

hasil musyawarah yang diuangken dalam
peraluran desa.

{2) Kriteria fentang polensi desa, sarana 'dan
prasarana sebagaimana dmaksud dalam ayat (1)
huruf d dan e dietapkan lebih lanjut oleh bupati.

BAB il
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 4
Desa yang kondsi masyarakat dan wilayahnya tidak

lagi memenuhi faklor-faklor sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 3 dapat dhapus alau dgabung.

BAB\V
NAMABATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 5

Dalam sefiap pembentukan desa harus datur secara
tegas:
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nama desa yang dbentuk;

o

luas wilayah,;
jumiah penduduk;
d batas desa bak batas alam maupun buatan;

[

e. pela desa baik peta desa asal maupun peta desa
hasil pemecahan.

Pasal 6

(1) Unluk memperancar jalannya Pemerintahan
Desa dapat dbentuk beberapa dusun alau yang
dsebut dengan nama lin yang merupakan
bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

@ Jumiah dusun dalam salu desa dsesuaikan
dengan jumiah penduduk dan luas wilayah atau
jangkauan pelaksanaan pemerintahan d wilayah
desa tersebul.

BABV

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

Aspirasi masyarakat untuk membentuk, menghapus
alau menggabungkan desa diuangkan dalam
peraturan desa sebagai hasil musyawarah d desa.

Pasalg8 .. ...
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Pasal 8

Aspirasi masyarakal sebagaimana dmaksud dalam
Pasal 7 dsampaikan oleh kepala desa kepada bupati
danDPRD.

Pasal 9

Alas dasar aspirasi sebagaimana dmaksud dalam
Pasal 8, bupati menugaskan fim unluk meneliti hal-hal

yang berhubungan dengan fakior-faklor sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Pembentukan, Penghapusan alau Penggabungan
Desa dtetapkan dengan kepulusan bupali setelah
mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11

{1) Sebelum dielapkan menjad desa, uniuk
melakukan persiapan-persiapan, bupali teriebih
dehulu menelapkan status desa sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 10 sebagai desa
persiapan  Serfa mengangkal penjabat kepala
desa dari unsur peabat untuk waklu selama
lamanya 2 (dua} tahun;
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{2) Wewenang kepala desa persiapan adalah sama

dengan wewenang kepala desa berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaky,
kecuali unfuk hal-hal yang bersifat khusus yang
dietapkan lebih lanjut dleh Bupati

Pasal 12

Penjabal kepala desa persiapan sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 11 mempunyai lugas
menyiapkan pembeniukan dan pemithan anggola
BPD.

BABVI
KEWENANGAN DESA
Pasal 13

{1} Kewenangan desa mencakup :

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan
hak asal usul desa vyailu :

1} mendamaikan perkara/sengkela dan para
warganya.

Z2) membina, meningkatkan dan

menggerakkan peran serla masyarakat
uniuk melaksanakan pembangunan.

bKewenangan .......
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b. Kewenangan yang deh peraluran perundang-
undangan yang berlaku belum diaksanakan
oeh Daerah Kabupalen, Propinsi dan
Pemerintah Pusat.

¢. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat,
Pemedintah Propinsi Jawa Baral ‘dan atau
Pemerintah Kabupaten Bogor.

{20 Tugas pembaniuan sebagaimana dmaksud
dalam ayat (1) dserlai dengan pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia.

(3) Pemenniah Desa berhak mendak pelaksanaan
lugas pembantuan yang tidak dserfai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia.

BABWVI
PEMBIAY AAN
Pasal 14

Uniuk mendukung pembiayaan dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama dalam
slalus desa persiapan, Pemerinlah Daerah
mengalokaskan dana yang bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
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BAB Wil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Sebulan desa, bagi desa yang sudah ada maupun
desa yang akan dbentuk ditetapkan dengan
kepulusan bupali dengan memperhatikan kondsi
sosial budaya masyarakal selempat setelah mendapat
pertimbangan pimpinan DPRD.

BAB X

KETENTUAN PENUTURP
Pasal 16

Hal-hal lain yang belum datur dalam peraluran daerah
ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan datur
lebih fanjut dalam keputusan bupalt.

Pasal 17

Dengan bedakunya peraturan daerah ini maka
Peraturan Daerah  Kabupaten Bogor  Nomor
146.1/Perda07/DPRDAahun 1983 tenlang
Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan
Dalam Kelurahan dinyatakan tidak beriaku.
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Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
dundangkan .

Agar seliap orang dapat  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah i
dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.
BUPATI BOGOR,
ttd
AGUS UTARA EFFENDI
Diundangkan d Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,
ttd
DUDDY SUJUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 12



Salinan sesuai dn zl aslinya

ASISTEN TATAFRAJA

i

¥/
Drs. H. YUYUIN MUSLIHAT, MM.
PEMBINA!
NIP. 010.081.222.




